LAPORAN SINGKAT 

KOMISI V DPR-RI 

(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM,

PERUMAHAN RAKYAT, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, 

BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA, DAN BASARNAS) ========================================================

Tahun Sidang
: 
2008-2009
Masa Sidang
: 
III
Rapat Ke
:  ke- 
Jenis Rapat 
: 
Rapat Dengar Pendapat 
Hari/Tanggal
: 
Senin, 23 Februari 2009
Sifat  
: 
Terbuka
Pukul
: 
09.00 WIB s/d 11.15 WIB

Tempat
: 
Ruang Rapat Komisi V DPR RI (KK.V)

Acara 
:
Membahas mengenai PSO 
Ketua Rapat
: 
H. Hardisoesilo
Sekretaris 
: 
Dra. Hani Yuliasih

Hadir Anggota
:        dari 50 orang Anggota Komisi V
Hadir Mitra 
:
Dirjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan dan Direktur Utama PT. PELNI beserta jajaran. 
I. PENDAHULUAN 

1. Rapat dibuka pukul 09.00 WIB, setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Dalam pengantarnya Ketua rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat pada hari ini adalah membahas PSO (Public Service Obligation) PT PELNI. 

3. Selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan Dirjen Perhubungan Laut dan Direktur Utama PT. PELNI untuk menyampaikan penjelasan/paparannya.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN 

1. Komisi  V DPR RI memberikan dukungan dan mempertimbangkan usulan Pemerintah terkait dengan Public Service Obligation (PSO) untuk Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri pada APBN Tahun Anggaran 2009 sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,  dan sesuai dengan Penugasan dalam Ketentuan Trayek dari Dirjen Perhubungan Laut Departemen Perhubungan serta KM. No. 22 Tahun 2007 tentang Tarif batas atas angkutan penumpang laut kelas ekonomi Dalam Negeri.

2. Komisi V DPR RI bersama Pemerintah memahami dan menyetujui Pagu PSO untuk Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri pada APBN Tahun Anggaran 2009 melalui PT. Pelni sebesar Rp. 600 Milyar dalam rangka menjamin aksesibilitas masyarakat dan menjalin hubungan antar pulau/wilayah. Selanjutnya, Komisi V DPR RI mendesak Departemen Perhubungan mendorong PT. PELNI untuk melakukan perbaikan kinerja angkutan pelayaran dikaitkan dengan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan antara lain melalui kebijakan modifikasi kapal penumpang, pengadaan kapal penumpang, penggunaan jenis bahan bakar tertentu yang lebih ekonomis, kegiatan efisiensi, dan lain-lain.
3. Apabila dalam perkembangannya diperlukan peninjauan  pagu PSO Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Laut Dalam Negeri, Komisi V DPR RI dan Pemerintah dapat melakukan pembahasan bersama.

4. Komisi V DPR RI mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Mengkaji Pedoman Penetapan Tarif yang antara lain dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Public Service Obligation (PSO) sebagaimana diamanatkan UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam rangka penilaian atas indikator kinerja yang telah dilaksanakan, peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan daya saing dengan moda transportasi lain, pemberian reward and punishment, dan pelaksanaan good governance.

III. PENUTUP
Rapat  ditutup pukul 11.15 WIB.
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    H. HARDISOESILO 

1. Berdasarkan Hasil Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Kunjungan Kerja, Kunjungan Lapangan, serta dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi Anggota Komisi V DPR RI, Komisi V DPR RI bersama dengan Menteri PU, Menteri Perhubungan, Meneg Pera, Meneg PDT, Kepala BMG, Kepala Basarnas, dan Kepala BPLS menyetujui pagu definitif yang telah ditetapkan oleh Panitia Anggaran DPR RI dan Pemerintah untuk masing-masing Kementerian / Lembaga pada Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut: 

	No
	KEMENTERIAN / LEMBAGA
	PAGU DEFINITIF 2009

(dalam ribuan rupiah)

	1
	Departemen Perhubungan
	16.977.783.257

	2
	Departemen PU
	34.987.435.382

	3
	Kemeneg PDT
	1.091.835.781

	4
	Kemeng Pera
	964.158.622

	5
	BMG
	801.119.003

	6
	BPLS
	1.147.729.481


2. Komisi V DPR RI meminta Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Kementerian PDT, Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Meteorologi dan Geofisika, Badan SAR Nasional, dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk menetapkan alokasi masing-masing subsektor dan program program kegiatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembahasan antara Departemen/ Kementerian/Lembaga dengan Pimpinan Komisi V DPR RI dan Panitia Anggaran Komisi V DPR RI sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Rapat Kerja ini.

3. Komisi V DPR RI mendorong Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Kementerian PDT, Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Meteorologi dan Geofisika, Badan SAR Nasional, dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo pada pelaksanaan APBN TA 2009 untuk lebih  meningkatkan kualitas pelaksanaan program, peningkatan pengawasan, dan peningkatan realisasi anggaran baik keuangan maupun fisik.

      Rapat ditutup pukul 01.00 WIB.
 





         Jakarta, 29 Oktober 2008
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 DRS. H.A MUQOWAM 

4. Berdasarkan paparan Pemerintah pada Rapat Kerja tanggal 4 September 2008, Komisi V DPR RI menyampaikan tanggapan, saran, pendapat dan usulan terhadap penyampaian RKA-KL RAPBN 2009 yang telah disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, dan Kepala Basarnas. Selanjutnya Pemerintah diminta menginventarisasi semua masukan untuk dilakukan klarifikasi berdasarkan kriteria prioritas pembangunan agar lebih komprehensif, dan kepada kelompok fraksi Komisi V dapat menyampaikan tanggapan, saran, pendapat dan usulan secara tertulis.

5. Komisi V DPR RI dan Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, serta Kepala Basarnas sepakat untuk menindaklanjuti pembahasan RKA-KL RAPBN 2009 melalui Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V DPR RI dengan Pejabat Eselon I dari masing-masing Kementerian/Lembaga yang waktunya akan ditetapkan kemudian dengan tetap memperhatikan masukan/aspirasi dari seluruh anggota komisi, hasil kunjungan kerja dan hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) selama ini.

6. Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika, dan Kepala Basarnas sepakat untuk menetapkan RKA-KL RAPBN 2009 Mitra Komisi V pada Rapat Kerja tanggal 21-23 Oktober 2008.

Rapat ditutup pukul 14.40 WIB.
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       h. HARDISOESILO 

1. Komisi V DPR RI dapat memahami alokasi anggaran Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp 35,600 Triliun dari kebutuhan sebesar Rp 58,7 Triliun yang meliputi program prioritas sebagai berikut :
a. Menurunkan kemiskinan

1) Pemenuhan Pelayanan Dasar

2) Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar di Perdesaan sesuai dengan SPM

3) Peningkatan Pelayanan Infrastuktur Dasar di Perkotaan Sesuai dengan SPM

b. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi

1) Peningkatan Ketahanan Pangan

2) Dukungan Infrastruktur Bagi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil

3) Meningkatkan Kelancaran Arus Barang dan Jasa

4) Peningkatan Kapasitas Mitigasi dan Adaptasi terhadap perubahan iklim global

5) Peningkatan investasi infrastruktur melalui kerjasama Pemerintah dan Swasta 

c. Good Governance 

1) Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pengawasan Aparatur Negara 

2. Komisi V DPR RI dapat memahami alokasi anggaran Departemen Perhubungan Rp 16,070 Triliun dari kebutuhan sebesar Rp 30,52 Triliun yang meliputi program prioritas sebagai berikut;

a. Prioritas Penanganan Peningkatan Pelayanan Dasar  dan Pembangunan Perdesaan dengan fokus Peningkatan Pelayanan Infrastruktur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal, dan

b. Prioritas Nasional Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan fokus Dukungan Infrastruktur bagi Peningkatan Daya Saing Sektor Riil.  

3. Komisi V DPR RI dapat memahami alokasi anggaran Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebesar Rp 1,003 Triliun dari kebutuhan sebesar Rp 1,377 Triliun yang meliputi program prioritas sebagai berikut:

a. Program/Kegiatan Prioritas yang termasuk Program Pengembangan Perumahan (PPP)

b. Program/Kegiatan Prioritas yang termasuk Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan (PPKP)

4. Komisi V DPR RI dapat memahami alokasi anggaran Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp 1,266 Triliun dari kebutuhan sebesar Rp 1,798 Triliun yang meliputi program prioritas sebagai berikut;

a. Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT)

b. Percepatan Pembangunan Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal (P4DT)

c. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Daerah Tertinggal (P2IPDT)

d. Percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP)

e. Percepatan Pembangunan Daerah Tetinggal dan Khusus (P2DTK)

f. Percepatan Pembangungan Sosial Ekonomi Daerah Tertinggal (P2SEDT)

g. Economic Development Financing Facility, Livelihood nd Economic Development Program, P2DTK  khusus untuk NAD dan Nias.   

5. Komisi V DPR RI dapat memahami alokasi anggaran Badan Meteorologi dan Geofisika 0,817 Triliun dari kebutuhan sebesar Rp 1,110 Triliun yang meliputi program prioritas sebagai berikut;

a. Meteorological Early Warning System (MEWS)

b. Pengembangan Sistem Observasi dan Telekomunikasi

c. Pengembangan Sistem Data dan Informasi  Klimatologi, Meteorologi dan Geofisika

d. Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

e. Indonesia Tsunami Early Warning System (Ina-TEWS)

f. Pengembangan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

g. Pembangunan Gedung Operasional Utama

6. Komisi V DPR RI meminta kepada Departemen Pekerjaan Umum,  Departemen Perhubungan, Kementerian Negara Perumahan Rakyat,  Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Badan Meteorologi dan Geofisika,  untuk menyiapkan dan menjelaskan program-program kegiatan secara rinci pada RKA KL berdasar masing-masing direktorat dan Provinsi pada rapat pembahasan anggaran selanjutnya.

Rapat ditutup pukul 13.00 WIB.
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